PEMERINTAH KOTA SUKABUMI

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 6 TAHUN 2008 %
TENTANG :
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISGKAT@(AH
KOTA SUKABUM &
DENGAN RAHMAT TUHAN ¥ ANSMAHA 155@§

raturan Pemerintah Nomor 41
i gkat Daerah, maka Peraturan

2%;" ahun 2003 tentang Pembentukan

Menimbang

t Daerah dan Sekretariat Dewan
ota Sukabumi perlu dicabut dan
Peraturan Pemerintah Nomor 41

b. ‘ perfimbangan sebagaimana dimaksud dalam

Mengingat an -Ur@ Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daera rah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,

Jawa ah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia

egawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974

or 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

ta Agustus 1950);
2@? -Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negaga Republik Indonesia
Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 teNjang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusa @ Peme n Daerah
(Lembaran Negara Republik Indope fhun 20 omor 126,

Tambahan Lembaran Negara Repubn fla Nomaf#438);

6. Peraturan Pemerintah No ahun 1994/ tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1994 Nomor 22, Fantbahan L ran Negara Republik

Indonesia Nomor 3547); @

7. Peraturan Pemerintah

Polisi Pamong Praja (kemkaxan Neg Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 112, Ta2n7ba ! baran Negaya Republik Indonesia Nomor

4428);

8. Peraturan P A @’5 Tahun 2005 tentang Kelurahan
d = j donesia Tahun 2005 Nomor 159,

%ublik Indonesia Nomor 4588);

9. Peratura i por 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urpys erintah tara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
P i~dan Pe atahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

egar epub %onesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

L nNe ublik Indonesia Nomor 4737);

18, Reratura erintah  Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
angk erah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomg mbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4741

11. an Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
(Lembdran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Sukabumi (Lembaran

Daerah Kota Sukabumi Tahun 2000 Nomor 19 Seri D - 10);

14. Peraturan ......



14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah
Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Sukabumi Nomor 7);

15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota

Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
Dengan Persetujuan Be
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAY KQYA f?KABUMI

dan
ME :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTAN PEMB@@N DAN SUSUNAN

WALIKOTA SUKARB
ORGANISASI PERANGK@RAH & KABUML
@ BA@
O% TENTHAN UMUM

1. Dae a h Kota,

2. tahan %’1 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh\p¥meri ah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
p¢phantuan n prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

a pripsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
O\.‘

imaks am Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
ahup

. Pemy Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai
@ penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

—

§ .

5. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah,
Kecamatan dan Kelurahan.

7. Sekretariat ......



10.

11.

12.

13.

14.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.

Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Sukabumi.

Dinas adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.

Lembaga Teknis Daerah adalah unsur
Daerah dan pelayanan kepada masy
Badan, Kantor, dan Rumah Sakit 4
bertanggung jawab kepada Kepala Dagls

Unsur Pengawasan Daerah a
selanjutnya disebut Inspekto

Unit Pelaksana Teknis yang s i
pelaksana tugas teknis pada Dinas dan
Eselon adalah tingkat tan str

Jabatan Fungsioah kedudwlgn yang menunjukkan tugas,
tanggung ja¥d@ Wewbnang, fdan hak seorang Pegawai Negeri

satuan isasi yang dalam pelaksanaan

pada@lan dan/atau keterampilan tertentu.

@ @%%AB II

@?EMBENTUKAN
& Pasal 2

g@eratura erah ini dibentuk Perangkat Daerah, yang terdiri

efaria gaerah;

Qrat;
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
Dinag, terdiri atas :

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Dinas Perhubungan;

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah;
Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan;

Dinas Pekerjaan Umum;

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Penanggulangan Bencana;
10. Dinas ......

XN DN



10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; dan
11. Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Pemakaman.

f. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas :

1. Badan Kepegawaian dan Diklat;

2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga
Berencana;

Kantor Perpustakaan Umum Daerah;
Kantor Pengolahan Data Elektronik, Ax
Kantor Lingkungan Hidup;
Kantor Penanaman Modal dan Pel
Kantor Kesatuan Bangsa, Politi
dan

8. Rumah Sakit Umum Daer

NSO w

g. Satuan Polisi Pamong Praja;
h. Kecamatan; dan
Kelurahan.

AB l@
KED UGAS BROKOK DAN FUNGSI
; /E ANGK AERAH

@ariat Daerah
@ Pasal 3

<%upakan unsur staf, dipimpin oleh seorang
erkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

?\/ Pasal 4

reta :rah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah
dalam usun kebijakan dan mengkoordinasi Dinas dan Lembaga Teknis
Daerah.

-

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis
Daerah;

c. pemantauan ......



c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan
Daerah;

d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan tugas fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD%

Pasal 6

Sekretariat DPRD merupakan unm
dipimpin oleh seorang Sekretgrig O

dngn,_teghadap DPRD,
e ' secais operasional
berada di bawah dan bertang%@ kepada Puhpinan DPRD dan

secara administratif bertanggu kepadgXepala Daerah melalui
Sekretaris Daerah.

pokok menyelenggarakan

Sekretariat DPRD n@p nyai

administrasi  k srialdn, admpinistrasi keuangan, mendukung
pelaksanaan t fung PRD, dan menyediakan serta
mengkoordina ahli diperlukan DPRD sesuai dengan

kemampuan '.. n Daeri ?
@ Pasal 8
Da sanakg ‘7 pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal
t DP yelenggarakan fungsi :
. peniyelenggar dministrasi kesekretariatan DPRD;
enyele raan administrasi keuangan DPRD;
enyel raan rapat-rapat DPRD; dan

d. penyédigan~dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh
DPRB.)
@ Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 9

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara
teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 10 ......



Pasal 10
Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan

atas penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan urusan
Pemerintahan Daerah.

Pasal 11
Inspektorat dalam melaksanakan tugas p aimana dimaksud
dalam Pasal 10 menyelenggarakan fung51

a. perencanaan program pengawasa O
b. perumusan kebijakan dan fasi}i wasan
c. pemeriksaan, pengusutan/ (“pengyjian, dan penilaian  tugas

pengawasan.

perencana
seorang Ke

jawab kep§a ; R0 i
% Pasal 13

BAg @ rencargn\é bangunan Daerah (Bappeda) mempunyai tugas

elaksanakaxr’penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di

OO
g;fang per@ an pembangunan Daerah.
@ @ Pasal 14

BaPerencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam
melaksaiakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis perencanaan;

o

pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pembangunan Daerah; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kelima
Dinas
Pasal 15
Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dqn bertanggung jawab
kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas mempunyai tugas pokok me ka san{ Pemerintahan

Daerah berdasarkan asas otonomi zt mba
Pa

Dalam melaksanakan tugas ebagaj

&

maksud dalam Pasal 16,

%,

Dinas menyelenggarakan f
a. perumusan kebijaka ‘. sesuai Q lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraa@ A pemeritahan dan pelayanan umum sesuai
dengan lingk a;

c. pembinaan Ipsanaan @s sesuai dengan lingkup tugasnya;

dan
d. pelaksana ﬁa lain y iberikan oleh Kepala Daerah sesuai
dengan t§§a ' fungs

%

6

Bagian Keenam

“®

Lembaga Teknis Daerah

g z % Paragraf 1
@ ga Teknis Daerah Berbentuk Badan dan Kantor
Pasal 18

Lemba _; Teknis Daerah berbentuk Badan dan Kantor merupakan unsur
pendukung tugas Kepala Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang
berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah

melalui Sekretaris Daerah.

@

Pasal 19

Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dan Kantor mempunyai tugas
pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah
yang bersifat spesifik.

Pasal 20 ......



Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19, Lembaga Teknis Daerah  berbentuk Badan dan Kantor
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraam Pemerintahan Daerah
sesuai dengan lingkup tugasnya; §
9

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesua4 lingkup tugasnya;

dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikg @ Keprah sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

RSUD) R sudin, S.H.

sal 21@
Rumah Sakit Umum Daetah (R&6UD) R{Qyamsudin, S.H. adalah Lembaga
Teknis Daerah seba 3 pend yg Kepala Daerah di bidang
apg

r
pelayanan kesel{ghax dipignpin  oleh seorang Direktur yang
berkedudukan di dan berté%ung jawab kepada Kepala Daerah

melalui Sekretay

h (RSUD) R. Syamsudin, S.H. mempunyai
ggarakan dan melaksanakan pelayanan,
, pemulihan, penyembuhan, rehabilitasi,
dan pendidikan di bidang kesehatan sesuai
undangan yang berlaku.

&n’mk caran pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud
da aya Kepala Daerah atau Direktur dapat membentuk Dewan
Satuan Pengawas Intern, Satuan Pengendali Mutu
Rumah Sakit, Komite Medik, Komite Keperawatan

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat (1), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H.
mempunyai tugas :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang pelayanan kesehatan; dan

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan.

Bagian .......
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Bagian Ketujuh
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 24

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawal\kepada Kepala Daerah
melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25 @ @
Satuan Polisi Pamong Praja mempupiyaitgad/pokek mymelihara dan

menyelenggarakan  ketenteram @ ketert umum  serta
menegakkan Peraturan Daerah dafi/atas Peraturan K¢pala Daerah.

Pasal 26 @
Dalam menyelenggaraka as’ pok %gaimana dimaksud dalam
Pasal 25, Satuan Polisi@ raja unyai fungsi :
a. penyusunan n pelalganaan ketenteraman dan ketertiban
umum, pen aturan l& dan Peraturan Kepala Daerah;
b. pelaksanaa §akan tharaan dan penyelenggaraan

ketenterama eterti m di Daerah;
c. pelaksandaf? Akebijakan gakan Peraturan Daerah dan/atau
Peratuan Kepgla Dae
d. pelaks 1<oor's§> pemeliharaan dan penyelenggaraan
; @ dan tiban umum, serta penegakan Peraturan
e /ata atran Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian
n@ gawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur

adap masyarakat agar mematuhi dan menaati

@ Bagian Kedelapan
@ Kecamatan dan Kelurahan

Paragraf 1

Kecamatan
Pasal 27

(1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis
kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dipimpin oleh
Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah.
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(2) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah wuntuk
menangani sebagian urusan pemerintahan dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan meliputi :

a. mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

b. mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;

c. mengkoordinasi penerapan dan penegdKa

undangan;
d. mengkoordinasi pemeliharaan pr

Rraturan perundang-
umumy;
e. mengkoordinasi penyelen

dan f pelayanan
tingkat Kecamatan;

f. membina penyelenggara ntaha lurahan; dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat enjadi ruang lingkup
tugasnya dan/atau yamgbelum dap sanakan pemerintahan
Kelurahan. @ %
(3) Selain tugas sebAgajmana did pada ayat (2), Camat
melaksanakanskew ﬁ\an pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Kepala Daerah

(4) Pelimpahan n ke gan Kepala Daerah sebagaimana

dimaksu ayat etapkan dengan atau berdasarkan
Peratura Daerak
%elur erupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di
d .:ﬁ

Q@%

Paragraf 2

“®

Kelurahan

@

Pasal 28

ecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan
g jawab kepada Kepala Daerah melalui Camat.

mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
pemeérintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah
melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala
Daerah.

(4) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Kepala
Daerah.
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BABIV
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 29
Sekretariat Daerah, terdiri atas :

a. Asisten Pemerintahan, yang s

membawahkan : @
1. Bagian Tata Pemerintaha@a :
um

a) Subbagian Pemerintaha
b) Subbagian Perangkat Daerah Keca dan Kelurahan; dan

4

n Data dan Kelembagaan;

@ ksanaan; dan
aligis Formasi Jabatan.

CHO D
< i éﬁ?] 6 %;}an Fungsional.
%:; isten konomian dan Pembangunan, yang selanjutnya disebut

sda IK mbawahkan :

. Administrasi Perekonomian, terdiri atas :

() Subbagian Ekonomi Kerakyatan;
b), Subbagian Jasa Produksi; dan

c) Subbagian Sarana Perekonomian.

—_

2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas :

a) Subbagian Program;
b) Subbagian Pengendalian; dan
c) Subbagian Pelaporan.

3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :

a) Subbagian Kesejahteraan sosial;

a) Subbagian .......
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b) Subbagian Keagamaan dan Pendidikan; dan
c) Subbagian Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB.

4. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Asisten Administrasi, yang selanjutnya disebut Asda 1II,
membawahkan :

1. Bagian Keuangan dan Kepegawaian Setdg/\erdiri atas :

a) Subbagian Anggaran dan Perbenda&a
b) Subbagian Akuntansi dan Verifi
c) Subbagian Kepegawaian.

b) Subbagian Protokol; d
c) Subbagian Sandi dan

RS
@ an Kedua

Sekretariat DPRD
& Pasal 30
terdjri atas :
at, Risalah, dan Informasi, membawahkan :
an Rapat;

an Risalah; dan
ian Informasi.

—

1. Subbagian Produk Hukum; dan
2. Subbagian Dokumentasi.

c. Bagian Umum, Perlengkapan, dan Keuangan, membawahkan :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Perlengkapan; dan
3. Subbagian Keuangan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Bagian Ketiga
Inspektorat

Pasal 31

Inspektorat, terdiri atas :

a. Sekretariat, membawahkan : %
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;

3. Subbagian Administrasi dan Um @

7
b. Inspektur Pembantu Wilayah @Wahkan : ::

1. Seksi Pengawas Pemerintah g Pemb an Wilayah [;
2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pe an Wilayah I; dan
3. Seksi Pengawasan Pe an Bi asyarakatan Wilayah I.

c. Inspektur Pembantu Wila I mé@ahkan :
1. Seksi Pengaty3s tah Bidang Pembangunan Wilayah II;
2. Seksi Penga % erintah g Pemerintahan Wilayah II; dan
3. Seksi Pengawas Ijs erinta@ang Kemasyarakatan Wilayah II

d. Inspektur u Wilay membawahkan :

1. Sekst was Pe @h Bidang Pembangunan Wilayah III;
2. awas P tah Bidang Pemerintahan Wilayah III; dan
3. 1 Pefigawas, intah Bidang Kemasyarakatan Wilayah III.

e. @Ar Per@Wﬂayah IV, membawahkan :
eksi D

was Pemerintah Bidang Pembangunan Wilayah IV;
Seksi awas Pemerintah Bidang Pemerintahan Wilayah IV; dan

3. Se was Pemerintah Bidang Kemasyarakatan Wilayah IV.
K abatan Fungsional.
Bagian Keempat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Pasal 32

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), terdiri atas :

a. Sekretariat .......
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a. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan Program.

b. Bidang Fisik dan Penataan Wilayah, membawahkan :

1. Subbidang Tata Ruang dan Infrastruktur ; dan
2. Subbidang Sumber Daya Alam, gan Hidup, dan

Permukiman;
c. Bidang Ekonomi, membawahkan : @
. . Q
1. Subbidang Sektor Primer S r; dan
2. Subbidang Sektor Tersier
a

1. Subbidang Pemerin Kese}@ Kesejahteraan Sosial;
dan

2. Subbidang Pen, ebud , Pemuda, dan Olahraga.
e. Bidang Pengk@ asi, d@laporan, membawahkan :
1. Subbida ;jian; d@

valuasi dan Pelaporan.

d. Bidang Sosial Budaya, memba

3;& Bagian Kelima
@ Dinas
& @ Paragraf 1

@ Dinas Pendidikan
@ Pasal 33

Dinas Pendidikan, terdiri atas :

a. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
2. Subbagian Kepegawaian; dan
3. Subbagian Keuangan.

b. Bidang Bina Program, membawahkan:
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1. Seksi Pendataan;
2. Seksi Penyusunan Program; dan
3. Seksi Bina Prestasi.

c. Bidang Pendidikan Pra Sekolah dan Pendidikan
membawahkan :

1. Seksi Manajemen dan Kurikulum;
2. Seksi Kesiswaan; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana.

d. Bidang Pendidikan Menengah, memb@v: @
1. Seksi Manajemen dan Kurikul O
2. Seksi Kesiswaan; dan %
3. Seksi Sarana dan Prasara@

e. Bidang Pendidikan Nonforma nforma bawahkan
1. Seksi Pendidikan AnfkUbdia Dini; @
2. Seksi Kesetaraan; d& %
3. Seksi Pendidika ::::I afakat

f. UPT;dan (),
. Kelompok Jab gsional.&
@ @ragraf 2
@ @as Kesehatan
Data erdivatas :
:ﬁ ekfetarigt, membawahkan :
. Sub% Umum dan Kepegawaian;

ian Keuangan; dan
ian Perencanaan Program.

b. g Pelayanan Kesehatan, membawahkan :

1. Seksi Kesehatan Komunitas;
2. Seksi Gizi; dan
3. Seksi Kesehatan Khusus.

aQ

Pasal 34

&
oS

Dasar,

c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan,

membawahkan :

1. Seksi Surveillance dan Imunisasi;
2. Seksi Pengendalian Penyakit Menular; dan
3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
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d. Bidang Promosi dan Sarana Kesehatan, membawahkan :

1. Seksi Perbekalan Kesehatan;
2. Seksi Bina Sarana Kesehatan; dan
3. Seksi Promosi Kesehatan.

e. UPT; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf

Dinas Pertanian dan K
Dinas Pertanian dan Ketahanan
a. Sekretariat, membawahka
1. Subbagian Umum
2. Subbagian Keuapgarn
3. Subbagian(P?er .@
b. Bidang Tang an da
1. SeksiP Padi, %@dan Hortikultura;

dan

3. Seksi Re itasi L@?an Perlindungan Tanaman.
C. 'd@anan, l@wahkan :
] Pro g%xikanan Budidaya;

/ si Binda Usaha Perikanan; dan

ian Hama dan Penyakit Ikan.

&idamgakan, membawahkan :
1. oduksi Peternakan;
RsiBina Usaha Peternakan; dan

ksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

e. Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :
1. Seksi Ketersediaan Pangan;
2. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi; dan

3. Seksi Kemitraan Ketahanan Pangan.

f. UPT; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 4
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Paragraf 4
Dinas Perhubungan

Pasal 36

Dinas Perhubungan, terdiri atas :
a. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaia
2. Subbagian Keuangan; dan @
3. Subbagian Perencanaan Program
Q
b. Bidang Lalu Lintas dan Angk ,@awahk

1. Seksi Angkutan Orang d rahg;
2. Seksi Manajemen dan Reka alu Lintaspydan
3. Seksi Pengendalian Operasional Lalu I g

1. Seksi Pengujiar{ Kenyigraan

2. Seksi Fasil@ iden Késelamagan Lalu Lintas; dan
3. Seksi Pr%%u Lintas&
d. UPT; dan @
e. Kelomp Fungsﬁ\;@
@ @ Paragraf 5
% Di %dapatan, Pengelolaan Keuangan,
@ @ dan Aset Daerah

g z % Pasal 37
inas Pefdagatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah terdiri atas :
a.

Lintas, membawahkan :

c. Bidang Teknik, Sarana

S

taxiat, membawahkan :

1. bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan Program.

b. Bidang Penagihan dan Penyuluhan, membawahkan :

1. Seksi Penagihan;
2. Seksi Penyuluhan dan Piutang; dan
3. Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.
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Bidang Pendaftaran dan Penetapan, membawahkan :
1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
2. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan; dan

3. Seksi Penetapan dan Keberatan.

. Bidang Anggaran, membawahkan :

1. Seksi Perencanaan Anggaran;
2. Seksi Anggaran Penerimaan; dan
3. Seksi Anggaran Pengeluaran.

. Bidang Perbendaharaan, membawahka

1. Seksi Tata Administrasi Pe
2. Seksi Perbendaharaan Pe
3. Seksi Perbendaharaan Pek

Bidang Akuntansi dan Pel

Paragraf 6

as Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan

@ Pasal 38

Di perasi, Perindustrian, dan Perdagangan, terdiri atas :

&

a. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan Program.

b. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

membawahkan :

1. Seksi Koperasi;

(UKM),
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2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah (UKM); dan
3. Seksi Fasilitasi Pembiayaan.
c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
1. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan;
2. Seksi Aneka Industri; dan

3. Seksi Industri Logam dan Alat Transportag.

d. Bidang Perdagangan, membawahkan :

2. Seksi Perlindungan Konsumen
3. Seksi Pengadaan dan Penyalurg

e. UPT; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsion

Dinas Pekerjaa%:
a. Sekretari@bawah

1. Su Umu rlengkapan;
n Kepe an; dan
ian Ke .

b @v; Bina @ membawahkan :
1. Seks;j ncanaan Jalan dan Jembatan;
. Sek bangunan Jalan dan Jembatan; dan
3. S eMeliharaan Jalan dan Jembatan;
C. B . ta Ruang dan Permukiman, membawahkan :

1. "Séksi Tata Ruang;
2. Seksi Permukiman; dan
3. Seksi Sanitasi Lingkungan.

92

d. Bidang Tata Bangunan, membawahkan :

1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
2. Seksi Pembangunan; dan
3. Seksi Pengawasan Bangunan.
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e. Bidang Pengairan, membawahkan :
1. Seksi Perencanaan Pengairan;
2. Seksi Operasional dan Pembangunan; dan

3. Seksi Bina Manfaat.

f. UPT; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Paragraf 8 %

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebuda

(@)
Dinas Pemuda, Olahraga, Kebuan Parigisata, terdiri atas :

a. Sekretariat, membawahkan : @
1. Subbagian Umum gawa%
2. Subbagian Keuangag

3. Subbagian Pere

1. Seksi Bin
2. Seksi Biga d
3. SeksiWVqg
C. Bid@dayaa
% Bina si Seni Budaya dan Pariwisata;
si Nildi¢nilafSejarah dan Tradisional; dan
si Pen an Sarana Prasarana Budaya dan Pariwisata.

abatan Fungsional.

@ Paragraf 9
inas Sosial, Tenaga Kerja, dan Penanggulangan Bencana

Pasal 41

Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Penanggulangan Bencana, terdiri atas :

a. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Perencanaan Program.

b. Bidang
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b. Bidang Sosial, membawahkan :
1. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Sosial;
2. Seksi Pemulihan Sosial; dan

3. Seksi Bantuan Sosial.

c. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :

—_

Seksi Pelatihan dan Peningkatan ProduktiXitys;
2. Seksi Penempatan Pendayagunaafh _TeNaga Kerja dan
Transmigrasi; dan

3. Seksi Hubungan Industrial dan Pe an Ke

d. Bidang Penanggulangan Bencana, @w kl: . O

1. Seksi Sarana dan Prasarayafdan

2. Seksi Pengendalian Oper 2

o n dar@am Sipil, terdiri atas :
i emba@n :

dan Kepegawaian;
e gan; dan
ncanaan Program.

Keendudukan, membawahkan :
1. ndaftaran Kependudukan;
RsiLengendalian Kependudukan; dan
ksi Monitoring, Evaluasi, dan Data.

c. Bidang Catatan Sipil, membawahkan :

1. Seksi Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian;

2. Seksi Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, dan
Peristiwa Penting Lainnya; dan

3. Seksi Informasi dan Penyuluhan Kependudukan dan Catatan
Sipil.

d. UPT; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 11 ......
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Paragraf 11
Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Pemakaman

Pasal 43

Dinas Pengelolaan Persampahan, Pertamanan, dan Pemakaman, terdiri

atas:
a. Sekretariat, membawahkan : %

1. Subbagian Umum dan Kepegawaigf @
2. Subbagian Keuangan; dan

3. Subbagian Perencanaan Progra@

7
b. Bidang Pengelolaan Persampplfan, mbawahka;;.

1. Seksi Kebersihan Jalan dan ungarn; @

Seksi Angkutan Sampah; dan
Seksi Pengelolaan Pena Sementara (TPS) dan
Tempat Pemrosesa (TP A
c. Bidang Pertama @c an Pe

membawahka@' &
1. Seksi Sa% rasara rtamanan dan PJU;
2. Seksi Pomata an P aan Taman; dan

i ~. n dan haraan PJU.
9 0 -‘-" awahkan :

nventarisasi Lahan Pemakaman; dan
i Pemeliharaan Pemakaman.

® N

gan Jalan Umum (PJU),

@ Bagian Keenam
@ Lembaga Teknis Daerah
Paragraf 1
Badan Kepegawaian dan Diklat
Pasal 44
Badan Kepegawaian dan Diklat, terdiri atas :

a. Sekretariat, membawahkan :

1. Subbagian ......
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1. Subbagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga; dan
2. Subbagian Keuangan.
b. Bidang Mutasi, membawahkan :

1. Subbidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; dan
2. Subbidang Mutasi Pegawai.

c. Bidang Pengembangan Karier, membawahka

1. Subbidang Perencanaan dan Pengadg i; da
2. Subbidang Informasi dan PengembAr(g : @

d. Bidang Diklat, membawahkan :

7

1. Subbidang Diklat; dan ::

2. Subbidang Perencanaan, oran.
e. UPT; dan
f. Kelompok Jabatan Fung

B %&rdayaa&%yarakat, Perempuan,
n Kelu@ereneana (KB)

Badan Pemy
(KB tedkd M AtpS :
a. T iat, @hkan :

bbagian m dan Kepegawaian;

. Subb Keuangan; dan
. Sub n Perencanaan Program.
@. Bid : berdayaan Masyarakat, membawahkan :
@bbidang Peningkatan Sumber Daya dan Peran Serta
asyarakat; dan

2. Subbidang Pengembangan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
c. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :

1. Subbidang Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan; dan

2. Subbidang Perlindungan Perempuan dan Anak dan Kerjasama
Organisasi Perempuan.
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d. Bidang Keluarga Berencana (KB), membawahkan :
1. Subbidang Pelayanan Peserta Keluarga Berencana; dan
2. Subbidang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan Komunikasi,
Informasi dan Edukasi (KIE).

e. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :

f. UPT; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Subbagian Ta
Seksi Pengembanga

an o

Déata Elektronik, Arsip Daerah, dan Humas

Pasal 47

sg%l tor Pe@an Data Elektronik, Arsip Daerah, dan Humas terdiri
. Su@Tata Usaha;
b. S€ksi Perfgolahan Data Elektronik;
C. W Arsip Daerah;
d. Seksi’Humas; dan
e.

Kelompok Jabatan Fungsional.

92

Paragraf 5
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 48

Kantor Lingkungan Hidup, terdiri atas :
a. Subbagian ......
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a. Subbagian Tata Usaha;

b. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

c. Seksi Peningkatan Konservasi SDA dan Pengendalian Kerusakan
Lingkungan;

d. Seksi Perencanaan dan Analisis Dampak Lingkungan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 6

Kantor Penanaman Modal da %\ an T

Pasa @ 9,
Kantor Penanaman Modal dan erpadu, '\o iri atas :
Subbagian Tata Usaha; @
§

Seksi Penanaman Modal;
Seksi Pelayanan Perizin,
Seksi Bina Program d
Kelompok Jabatan

oo o

Seksi So olitik dan Hubungan antar Lembaga;

eksi P ungan Masyarakat; dan
@e. Kel atan Fungsional.
@ Paragraf 8

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H.
Pasal 51
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H., terdiri atas :
a. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan :

1. Bagian Umum dan Kepegawaian

a) Subbagian ......
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a) Subbagian Kepegawaian dan Administrasi;
b) Subbagian Hukum dan Layanan Umum; dan
c) Subbagian Pemasaran dan Humas.

2. Bagian Keuangan, membawahkan;

a) Subbagian Anggaran;
b) Subbagian Perbendaharaan; dan
c) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi

3. Bagian Perencanaan dan Sistem @ hsi Men Rumah
Sakit, membawahkan;
a ;
danajemen Ruhah Sakit; dan

ayla Rum@lkit.
b. Wakil Direktur Pelayanan dan Pendidika bawahkan :

@gemb .

2. Bidang g& Medi eperawatan, membawahkan:
d) Sybp ﬁn Pelayaﬁ’i@edik; dan
e) bltictang Pela Keperawatan.

endidi@n Penelitian, membawahkan :
a bbi %didikan; dan
@) Subbidang Penelitian.

@ Bagian Ketujuh

@ Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)

Pasal 52

a) Subbagian Perencanaary;
b) Subbagian Sistem Infqfghasi
c) Subbagian Pemeliharag

1. Bidang Penunjang tu, membawahkan :

Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), terdiri atas :

a. Subbagian Tata Usaha;
b. Seksi Pengendalian, Ketenteraman, dan Ketertiban;
c. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
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d. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapan
Kecamatan dan Kelurahan
Paragraf 1
Kecamatan
Pasal 53 @
y o
Kecamatan, terdiri atas : g

a. Sekretaris Kecamatan;

1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;

2. Subbagian Kepega@ Keu,
Seksi Tata Pemerint, ; @

b.

c. Seksi Pembang a@

d. Seksi Pemberdgyaa yarakaplan Keluarga Berencana (KB);
e. Seksi Pelayangn Ngityn; dan

f. Seksi Keten

n Ketn Umum.
@ @’aragraf 2
@ @ Kelurahan

Pasal 54
@n, terdir :
ekreta elurahan;

b. Seksi merintahan;

. Se angunan;
d ) berdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (KB); dan
e

. Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

BABV
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 55

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural Eselon Ila.

(2) Asisten .......
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(2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur,
dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H.
merupakan jabatan struktural Eselon IIb.

(3) Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Camat, Kepala
Bagian, Sekretaris pada Dinas, Badan, dan Inspektorat, Inspektur
Pembantu, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
R. Syamsudin, S.H. merupakan jabatan struktural Eselon Illa.

(4) Kepala Bidang pada Dinas, Badan, dan h Sakit Umum Daerah
(RSUD) R. Syamsudin, S.H., Kepala Bagfan-sa ah Sakit Umum
Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H., dg r¢taris 1 erupakan

jabatan struktural Eselon IIIb.

Q
(5) Lurah, Kepala Seksi, Kepalg in, Ke%abbidang, dan
Kepala UPT merupakan jabata ural Eselon\(¥a.
(6) Sekretaris Kelurahan, Kepats i o{? Kelurahan, Kepala

merupakan jabatan st

(7) Kepala Tata Usahh lanjut

Usaha sekola 3

Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT, Kepata Tata Usaha Sekolah
Kejuruan, dan Kepal agia ada’ J'Sekretariat Kecamatan
a

U
&

. S idang Hukum, Politik, dan Pemerintahan;
. li Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan; dan

li Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

(3) Staf\/Ahli berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan
diberhentikan oleh Kepala Daerah yang dalam melaksanakan
tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(4) Staf Ahli merupakan jabatan struktural Eselon IIb.

(5) Tugas dan fungsi Staf Ahli ditetapkan oleh Kepala Daerah di luar

tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB VII ......
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BAB VII
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
Pasal 57
Bagan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut

Bagan Struktur Organisasi, tercantum dalam Lappiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah\Nny

BAB VIII @w @
KETENTUAN o
sal %

Pada saat Peraturan Daerah ulai gldu, ketentuan yang
menyangkut bidang keuang 1an dan lain-lain pada
Sekretariat Daerah, Se dan Lembaga Teknis

Daerah lain diselesaika h sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-

Keuangan B
dengan Kep
perundangn

@ Pasal 60
K ng P d.%‘9\&15, Badan, dan RSUD. R. Syamsudin, S.H. yang

ndud jabatan struktural Eselon Illa sebelum Peraturan
ini diun an, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak

%inistra { fJginnya dalam jabatan struktural Eselon Illa.
@7 @ BAB IX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Ketentuan mengenai pembentukan dan/atau penghapusan kelembagaan
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), tugas pokok, fungsi, dan uraian
tugas setiap Perangkat Daerah dan Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan
atau berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :
1. Peraturan ......
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1. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan
Sekretariat ~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi
(Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2003 Nomor 31 Seri D - 21);

2. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi, Pengelolaan dan Pertanggung-
jawaban Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R. Syamsudin, S.H.
Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Tahun 280N\ Nomor 3 Seri D - 3)

sebagaimana telah diubah dengan Peratufa dcah Kota Sukabumi
Nomor 21 Tahun 2002 (Lembaran Daergh Rsta SW} abifi Tahun 2002

Nomor 35 Seri D - 23).
\\/ Q

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksand >\%aling lambat 1 (satu)
tahun sejak Peraturan Daer iund

O @ Pasal 64
Peraturan Daer '%ai berlaké%a tanggal diundangkan.

Agar setiap pr8 enge @, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Di deng mpatannya dalam Lembaran Daerah.
@ @ Ditetapkan di Sukabumi
% Pada tanggal

@ @ WALIKOTA SUKABUM]I,
@ MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan kabumi
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA
SUKABUM],

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

@@‘

MOHAMAD MURAZ

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2008 NOMOR 6



